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ABSTRAK  
 

        Penelitian ini dilatari belum signifikannya peningkatan Industri Rumahan dan 

partisipasi perempuannya masih sedang. Padahal program pendampingan Industri Rumahan 

dari Dinas PPPAPM Kota Palembang sudah dilaksanakan pada tahun 2016. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pedoman umum 

pembangunan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 

pemberdayaan perempuan di Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori 

implementasi dari Merille S.Grindle. Menurut teori ini ada ada dua aspek yang menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, 

keberhasilan diukur dari perubahan dan dampak serta yang menjadi tolak ukur dari proses 

pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. 

Metode penelitian menggunakan Mixed Methods Exploratory Sequential design, dimana 

pengumpulan data diawali dengan data kualitatif dilanjutkan data kuantatif dengan 

menyebarkan angket kepada 44 pelaku Industri Rumahan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa program ini telah mengubah pendapatan perempuan industri rumahan dari 

Rp.500.000,00 sampai Rp. 1.500.000,00. Namun belum memberikan dampak 

mensejahterakan perempuan yang merupakan tujuan kebijakan Industri Rumahan. Dari 

aspek isi kebijakan yaitu pada aspek letak pengambilan keputusan dan aspek sumber daya 

masih belum terimplementasikan sebesar 52,27% dan kurangnya sumber daya dari 

pelaksana. Dari aspek lingkungan kebijakan yaitu pada aspek karakteristik lembaga yang 

kurang tanggap respon dalam menanggapi ketidakmerataan dalam pendistribusian barang 

IR. Hal ini membuat pelaku industri rumahan dalam parsitipasi yang sekadarnya saja, 

distribusi sumber daya alat bantuan kepada pelaku IR mengalami ketidaksesuaian (tidak 

merata). Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya forum komunikasi dan adanya 

transparansi pendanaan terhadap distribusi barang bantuan dari pihak pelaksana. 

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pedoman Umum, Industri Rumahan, 

Pemberdayaan Perempuan. 
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ABSTRACT  

         This research is motivated by the not yet significant increase in Home Industry and the 

participation of women is still moderate. Even though the Home Industry mentoring program 

from the PPPAPM Office of Palembang City was implemented in 2016. The research aims 

to determine the success of implementing the general guidelines for developing home 

industry policies to improve family welfare through empowering women in Palembang City. 

The theory used is the implementation theory of Merille S.Grindle. According to this theory 

there are two aspects that determine the successful implementation of policies that contents 

of the policy and the policy environment, success is measured by the change and its impact 

and providing a barometer of the process of achieving the final results(outcomes),which is 

achieved whether or not the objectives to be achieved. The research method uses Mixed 

Methods Exploratory Sequential design, where data collection begins with qualitative data 

followed by quantitative data by distributing questionnaires to 44 Home Industry players. 

The results of this study indicate that this program has changed the income of home industry 

women from Rp. 500.000,00 to Rp. 1,500,000,000.00. However, it has not had an impact on 

the welfare of women which is the goal of the Home Industry policy. From the aspect of 

policy content, namely the aspect of the location of decision making and the aspect of 

resources, 52.27% have not been implemented and the lack of resources from the 

implementers. From the aspect of the policy environment, namely the characteristics of 

institutions that are less responsive in responding to inequality in the distribution of IR 

goods. This makes the home industry players in their meager participation, the distribution 

of aid tools resources to IR actors is inconsistent (uneven). The results of this study 

recommend the existence of a communication forum and transparency of funding for the 

distribution of aid goods from the implementing party. 

 

Keywords: Policy Implementation, General Guidelines, Home Industry, Women's 

Empowerment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan 

Indonesia ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Indonesia merupakan negara berkembang dalam proses pembangunan disegala sektor, 

dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya secara adil, merata dan 

beradab. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti 

dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian 

ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi 

kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang 

lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang 

(Surani, 2005). 

Pada peneltian yang sedang diteliti penulis membahas implementasi kebijakan 

mengenai pembangunan beserta pemberdayaan, diantara keduanya memiliki persamaan dan 

perbedaan, kesamaannya ialah sama-sama dalam perubahan sosial yang secara sengaja atau 

berencana. Namun ada beberapa perbedaanya diantaranya, (1) pembangunan merupakan 

crashed program yang bersifat jangka pendek, temporal, dan parsial. Sedangkan 

pemberdayaan merupakan program berjangka menengah panjang, berkesinambungan dan 

utuh. (2) Perbedaan dari segi arus ide antara pembangunan dengan pemberdayaan ialah 

pembangunan arus idenya mengalir topdown, terutama dari pemerintah mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan indikator evaluasi; sedangkan pada pemberdayaan bottom-

up dimana masyarakat sebagai pelaku aktif mulai dari perencanaan, dan pihak luar hanya 

sebagai fasilitator. (3) Perbedaan dalam segi pembagian dana, pada pembangunan semua 
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dana dikuasai pelaksana dari luar; sedangkan pada pemberdayaan ada blok dana yang dapat 

digunakan sendiri oleh masyarakat. Dimana asal kata pemberdayaan ialah berasal dari kata 

empowerment yang bermakna sebagai secara politis dan struktural. Setidaknya ada 3 (tiga) 

kata kunci pada pemberdayaan yaitu : peran serta/ partisipasi, transparansi, dan demokrasi. 

Pemberdayaan mensayaratkan peran serta yang setara antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat. 

Penelitian Surani (2014) menjelaskan bahwasanya strategi pembangunan yang 

mengarah kepada industrialisasi di Indonesia telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

yang cukup stabil. Kehadiran industri-industri kecil hingga industri besar di Indonesia telah 

menghadirkan peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat dan kaum 

perempuan. Industri ini memberikan dampak signifikan pemberdayaan manusia yaitu pada 

masyarakat terkhususnya pada perempuan. Pemberdayaan masyarakat terutama pada kaum 

perempuan merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka 

kemiskinan berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial, yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, 

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,  

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sumodiningrat dalam Surani, 2009: 62). 

             Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Indonesia 2019-2020 

               

             Sumber : Data diolah penulis dari BPS 2020 
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Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan hasil sensus penduduk pada September 2020, 

jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 136,66 juta jiwa(50,58%) dan jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 

133,54 juta orang (49,42%) dari penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah 

penduduk Indonesia 266,92 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 134 juta jiwa (50,27%), 

sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 132,89 juta jiwa (49,73%). Data ini 

menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 

2019 ke tahun 2020. 

Dalam data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (2020) mendata bahwasanya 

pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 berjumlah 13,92 juta orang (7,46 juta orang 

kaum laki-laki, 6,46 juta orang kaum perempuan). Data dari hasil Sakernas  Februari 2020 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 1,73 juta orang 

dibanding Februari 2019. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak diiringi dengan 

TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yaitu pada Februari 2019 TPAK sebesar 69,32 

persen turun 0,15 persen poin menjadi 69,17 persen pada Februari 2020. Distribusi penduduk 

yang bekerja jika dirincikan paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai (39,84%), 

diikuti dengan penduduk yang berstatus memiliki usaha/berdagang (38,84%), dan mereka 

dengan pekerja keluarga (13,16%). Dari data ini menunjukkan bahwa penduduk yang 

berstatus memiliki usaha/berdagang tinggi persentasenya, yang mana dari data terbaru dari 

BPS (2019) jumlah tenaga kerja industri mikro/kecil (industri rumahan) di Indonesia 

sebanyak 2.212.283 orang. Jumlah ini merupakan bentuk akselerasi melalui pembangunan 

industri rumahan yang menjadi sebuah solusi dalam mengurangi angka kemiskinan dengan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Industri rumahan merupakan sebuah peluang usaha 

yang memiliki daya tahan dalam ketahanan ekonomi yang kuat, dan memberikan 
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pertumbuhan ekonomi yang  besar dengan 99,19% dari keseluruhan usaha di sektor industri, 

perkembangan industri rumahan sampai sekarang masih bertahan bahkan maju 

keberadaannya di Indonesia. 

Dalam penelitian Joesyiana (Joesyiana, 2017) yang membahas Industri Rumahan, 

menjelaskan bahwa : 

“Industri Rumahan dan rumah tangga memiliki tiga alasan penting yang mendasari 

keberadaannya di Indonesia. Pertama, adalah karena industri rumahan cenderung 

lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagian dari 

dinamikanya, industri rumahan sering mencapai peningkatan produktifitasnya melalui 

investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, karena sering diyakini bahwa industri 

rumahan memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.” 

Menurut hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan (KPPPA) Republik Indonesia bersama Institut Pertanian Bogor (2011) 

menyatakan bahwa Industri Rumahan (IR) dapat meningkatan kesejahteraan keluarga, 

membuka peluang tenaga kerja, dan agar berkurang tenaga kerja yang berimigrasi menjadi 

tenaga kerja informal di luar negeri yang kerap kali menjadi sasaran perdagangan orang 

(trafficking humans). Suatu kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari kondisi dinamis 

keluarga terpenuhi semua kebutuhan fisik materil, mental spiritual, dan sosial yang 

memungkinkan mereka dapat hidup wajar sesuai dengan  lingkungan yang diperlukan untuk 

membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang 

berkualitas (Mongid dalam Tumbage, 1995: 10) 

Besarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia mengharuskan pemerintahan 

menuntaskan tantangan dalam mensejahterakan rakyatnya, maka pemerintah melakukan 

berbagai langkah-langkah kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat 

sasaran dengan berbagai strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 

program kegiatan dapat berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PNPM Mandiri 

Perdesaan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga  (UP2K), Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga 
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Sehat Sejahtera (P2WKSS), serta Industri Rumahan dalam kerangka Peningkatan 

Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Tentunya kesejahteraan menjadi perhatian 

khusus Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 166 

Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu Pasal 1 ayat ke-2 yang 

menjelaskan: 

“Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan 

masyarakat (adapun pemberdayaan perempuan), pemberdayaan usaha ekonomi mikro 

dan kecil, serta program lain dalam meningkatkan kegiatan ekonomi”.  

Diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menguraikan tujuan 

universal dengan targetan global dan sasaran nasional RPJMN(Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 telah dilaksanakan, ialah sebuah tujuan yang ke-

lima berbunyi mewujudkan kesejahteraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak 

perempuan. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga sangat perlu diperhatikan dan termasuk masalah yang mendesak bagi pemerintah, 

maka perlu diimbangi dengan penyadaran masyarakat (public awareness) dan dibutuhkan 

partisipasi perempuan dalam program Industri Rumahan yang dikeluarkan oleh Kementrian 

PPPA Nomor. 2 Tahun 2016 ini. 

Hal inilah membuat pemerintah berinisiatif mengajak perempuan berpartisipasi dalam 

upaya peningkatan ekonomi melalui sektor usaha, dan melalui program-program yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Maka kebijakan menteri PPPA Republik No.2 Tahun 2016 

perlu dioptimalkan serta perlu mendapatkan dukungan program-program sektoral mengingat 

kebijakan pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan lintas pelaku, kebijakan ini 

mendorong pembangunan Industri Rumahan (IR) sehingga diatur dalam peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016, 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan di bidang kesetaraan gender. 
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Kebijakan Peraturan Mentri PPPA No. 2 Tahun 2016 pada pasal 3: 

“Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan ini merupakan tindak 

lanjut Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang 

diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak.” 

Kementrian PPPA mendistribusikan kebijakan No.2 Tahun 2016 ini ke 21 

kota/kabupaten di Indonesia yang menjadi target program PPEP berlandaskan Industri 

Rumahan yang dijalankan termasuklah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 

Program ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Palembang, perempuan pelaku Industri 

Rumahan (IR) diberdayakan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai 

kesejahteraan keluarga dalam produktivitas ekonomi perempuan. Bentuk dari program 

Industri Rumahan (IR) juga mengutamakan meningkatnya potensi atau kualitas  perempuan 

pelaku IR agar dapat membangkitkan semangat berpartisipasi sebagai perempuan Indonesia 

yang notabenennya sekarang bahwa perempuan di Indonesia masih sering menjadi hal yang 

terlupakan dari segi dimensi feminisme serta ketimpangan gender dalam ruang lingkup 

kemiskinan. Untuk itu IR (Industri Rumahan) merupakan salah satu cara solutif dari 

pemerintah, berikut ini merupakan tabel nama kota/kabupaten yang mendapatkan 

pendampingan pembinaan atau pendistribusian kebijakan Nomor 2 Tahun 2016, diantaranya 

ialah: 

Tabel 1.1. Kota/Kabupaten yang mendapatkan pendampingan pembinaan Industri Rumahan 

dari Kementrian PPPA Republik Indonesia pada tahun 2016- 2021 

No. Kota/Kabupaten Provinsi 

1. Kabupaten Natuna Kepulauan Riau 

2. Kabupaten Bangka Tengah (Koba) Kepulauan Bangka Belitung 

3. Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 

4. Kabupaten Solok Sumatera Barat 

5. Kota Palembang Sumatera Selatan 

6. Kabupaten Lampung Timur (Sukadana) Lampung 

7. Kabupaten Lampung Selatan (Kalianda) Lampung 

8. Kabupaten Cilegon Banten 

9. Kabupaten Cirebon Jawa Barat 

10. Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 

11. Kabupaten Kendal Jawa Tengah 
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No. Kota/Kabupaten Provinsi 

12. Kabupaten Rembang Jawa Tengah 

13. Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta 

14. Kota Tulungagung Jawa Timur 

15. Kabupaten Gianyar Bali 

16. Kabupaten Lombok Tengah (Praya) Nusa Tenggara Barat 

17. Kabupaten Sumba Barat (Waikabubak) Nusa Tenggara Timur 

18. Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo) Nusa Tenggara Timur 

19. Kabupaten Ternate Maluku Utara 

20. Kabupaten Landak Kalimantan Barat 

21. Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 

Sumber : Data diolah penulis dari Dinas PPPAPM Kota Palembang 

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kementrian PPPA Republik 

Indonesia mendistribusikan kebijakan ini ke 21 Kota/Kabupaten di Indonesia, termasuklah 

Sumatera Selatan yang merupakan salah satu diantara 10 provinsi yang paling tinggi 

penduduk miskinnya di Indonesia (sumber link yaitu 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-kemiskinan- 

tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020). Kota Palembang mendapatkan pendampingan 

pembinaan Industri Rumahan (IR) diantara kabupaten/kota di Indonesia. Menurut BPS Kota 

Palembang (sumber link ialah https://sumsel.bps.go.id/indicator/23/683/1/jumlah- 

penduduk-miskin-maret.html) Ibukota Provinsi ini menduduki peringkat penduduk miskin 

tertinggi di Sumatera Selatan pada Tahun 2020 berjumlah 182,60 juta jiwa (10,89%), 

penduduk laki-laki berjumlah 837.031 jiwa dan peduduk perempuannya berjumlah 831.817 

jiwa. Ini salah satu menjadi alasan melatarbelakangi Kota Palembang mendapatkan 

pendampingan pembinaan Industri Rumahan (IR) dari Kementrian PPPA Republik 

Indonesia yaitu Peraturan Mentri PPPA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui 

Pemberdayaan Perempuan, maka dibentuklah Kesepakatan Bersama (MOU) antara Deputi 

Kesetaraan Gender Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang tentang Proyek Pengembangan 

Industri Rumahan bagi Perempuan di Kota Palembang Nomor: 5F/KPP-PA/05/2016 dan 

Nomor: 07/MOU/BKB-PP/2016. 
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Kesepakatan ini menetapkan lokasi kegiatan pengembangan pembangunan Industri 

Rumahan Kota Palembang di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yang berada di dua 

kelurahan yaitu kelurahan 27 Ilir dan kelurahan 30 Ilir, kedua kelurahan tersebut disepakati 

bersama sesuai dengan kebutuhan di lingkungan tersebut. Jumlah pelaku Industri Rumahan 

(IR) di kecamatan tersebut cukup banyak, dikarenakan itu kecamatan Ilir Barat II menjadi 

salah satu tempat pusat kuliner Kota Palembang yang merupakan tempat strategis untuk 

pembinaan IR dan menjadi salah satu pilot projek di Kementrian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. 

Penelitian terdahulu oleh Evi Silvia Melina dkk. (2012: 872-880) Jurusan Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) 

Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang”, studi kasus pada Desa 

Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Hasil penelitian terdahulu ini 

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini kegiatan programnya meliputi Usaha 

Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam, kegiatan Sarpas (Sarana dan Prasarana), dan 

peningkatan SDM. Namun, dalam pelaksanaanya kurang optimal karena kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap program dan system yang dianggap rumit bagi pengurus 

Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu). 

Penelitian dari Rosseriayu Murenati Putri dkk. (2012:145-153) Jurusan Administrasi 

Publik FIA Universitas Brawijaya, Malang dengan judul “Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi pada 

Masyarakat Jombang”, studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan 

pemberdayaan perempuan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di 

bidang ekonomi yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jombang berjalan dengan baik, 
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nampak keberhasilannya pada keberhasilan program program serta kegiatan. Namun, 

dalam pelaksanaannya terdapat keganjilan yaitu stakeholder hanya berasal dari pemerintah 

dan masyarakat, yang mana tentunya diperlukan peran swasta mendukung program ini agar 

keadilan dan kesetaraan gender dapat menyeluruh. 

Adapun penelitian dari Adelia Utami dkk. (2019: 144-153) Program Magister 

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

dengan judul “Hubungan Peran Pendamping dengan Partisipasi Pelaku Industri Rumahan 

dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang”. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 1. tingkat partisipasi pelaku IR tergolong sedang (64,35%), 2.tingkat 

peran pendamping pelaku IR tergolong tinggi (76,60%), 3.terdapat hubungan yang signifikan 

antara peran pendamping IR dan partisipasi pelaku IR dalam program pemberdayaan 

perempuan dengan nilai koefisien korelasi Rank Spearman (Rs) 

= 0,620 pada α = 0,05. 

 

Kaitan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama 

memiliki kesamaan dalam peningkatan usaha ekonomi keluarga, dan yang menjadi 

perbandingan pada penelitian pertama oleh Evi Silvia Melina dkk (2012: 872-880) yaitu 

adanya system Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu), pada penelitian kedua oleh 

Rosseriayu Murenati Putri dkk (2012:145-153) ialah stakeholder hanya berasal dari 

pemerintah dan masyarakat, dan penelitian ketiga oleh Adelia Utami dkk (2019: 144- 153) 

ialah hubungan peran pendamping dan partisipasi pelaku Industri Rumahan yang signifikan. 

Kebijakan PPPA No.2 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 pada point J menyatakan bahwa 

prinsip pembangunan Industri Rumahan (IR) harus dapat membangun legalitas usahanya. 

Namun banyak terjadi di lapangan bahwa pelaku IR belum membuat izin legalitas usahanya. 

Data dari Dinas PPPAPM Kota Palembang Bidang Keserataan Gender dan Pemberdayaan 

Masyarakat menyatakan jumlah pelaku Industri Rumahan di Kota Palembang berjumlah 662 
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pelaku usaha di Tahun 2016. Pelaku IR yang dibina pada Tahun 2017 berjumlah 198 orang 

(IR dari APBD sebanyak 148 orang, IR dari APBN sebanyak 50 orang) dan pelaku IR yang 

dibina pada Tahun 2018 berjumlah 80 orang. Pada tahun 2019 Pelaku IR masih berjumlah 

80 orang (41 orang di Kelurahan 27 Ilir dan 39 orang di Kelurahan 30 Ilir). Pada tahun 2020 

pelaku Industri Rumahan ini divakumkan disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang 

melanda seluruh wilayah di Indonesia, karena anggaran dana ini dialihkan oleh Dinas 

PPPAM Kota Palembang kepada program yang mendukung pencegahan covid. Dibawah ini 

tabel 1.2 jumlah pelaku Industri Rumahan (IR) yang mendapatkan pembinaan pada dua 

kelurahan ini sebagai berikut : 

Tabel 1.2. Jumlah Pelaku Usaha Industri Rumahan 

 

No. 

Kategori 2016 2017 2018 2019 

Jumlah IR Jumlah IR dari APBD Jumlah IR   dari APBN Jumlah IR Jumlah IR 

1. IR 1 (Pemula) 12 14 31 1 1 

2. IR 2 (Berkembang) 648 12 12 75 75 

3. IR 3 (Maju) 2 1 7 4 4 

Jumlah 662 148 50 80 80 

Sumber : Data diolah penulis dari Dinas PPPAPM Kota Palembang 

Data pada tabel 1.2 ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku industri rumah dari tahun 

ke tahun mengalami penurunan, jumlah terendah berada pada tahun 2018 dan 2019. 

Pendampingan pembinaan IR ini merupakan salah satu pelaksanaan dari langkah- langkah 

kegiatan Pembangunan Industri Rumahan yang diatur pada Kebijakan PPPA No.2 Tahun 

2016 pada pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut : 

a. Pembentukan tim formatur dalam pengelolaan industri rumahan 

b. RENJA (Rencana Kerja) IR dan jadwal kegiatan program IR 

c. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait 

d. Identifikasi sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam perkembangan usaha IR 

e. Mengidentifikasi bentuk dan isi modul pelatihan IR 

f. Penetapan dan fixsasi lokasi Industri Rumahan 

g. Mensurrvey para pelaku IR 

h. Menganalisis hasil survei beserta penyusunan desaian intervensi atau desain 

kegiatan Industri Rumahan 

i. Penyusunan rencana pelaksana program Industri Rumahan 

j. Pelaksanaan kegiatan (pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha IR) 

k. Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha IR 

Tolak ukur keberhasilan Industri Rumahan (IR) tertera pada Peraturan Mentri PPPA 
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Republik Indonesia No.2 Tahun 2016 Pasal 9 menyatakan bahwa “Tolak ukur keberhasilan 

pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah 

industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan 

berkesinambungan”. 

Pada pelaksanaan program Industri Rumahan (IR) tentunya ada peran pendamping 

yang difasilitasi oleh Dinas PPPAPM Kota Palembang, yang mana peran pendamping ini 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian (pelaksanaan) suatu kegiatan atau 

program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai 

oleh para implementor. Peran pendamping dalam hal ini ialah uraian tugas yang sudah 

diberikan oleh pihak pemberdaya, adapun bentuk peran pendampingan yang diberikan 

kepada pelaku IR ialah 1. Persiapan sosial bagi pelaku Industri Rumahan, 2.Pembentukan 

dan pengembang jaringan kerjasama Industri Rumahan, 3.Peningkatan kapasitas/potensi 

pelaku IR, 4. Memperluas jaringan IR (Juklak Pengembangan IR dalam Utami, 2016:8). 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Adelia Utami dkk (2019: 144-153) dapat dilihat bahwa 

1.pada persentase peran pendamping pelaku IR tergolong tinggi (76,60%), 2.Antusias 

partisipasi pelaku IR tergolong sedang (64,35%) di Kota Palembang yaitu pada 2 kelurahan 

yang sudah ditetapkan. 

Permasalahan yang ditemukan peneliti dari latar belakang ini ada tiga hal yang 

menarik untuk dikaji: 

1. Sebagian besar Industri Rumahan (IR) belum memiliki legalitas sebagai badan usaha 

dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis, sedangkan prinsip 

pembangunan IR legalitas usaha mikro diperlukan. 

2. Pendampingan pembinaan Industri Rumahan dari Dinas PPPAPM Kota Palembang 

bagus atau tergolong tinggi, sedangkan partisipasi pelaku perempuan IR tergolong 

sedang. 
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3. Vakumnya program Industri Rumahan di tahun 2020. 

Data yang didapatkan penulis dilatar belakang ini menunjukkan bahwa peran 

pendampingan pembinaan dari Dinas PPPAPM Kota Palembang cukup baik karna tergolong 

tinggi, namun Industri Rumahan ataupun perempuan pelaku IR mengalami penurunan. 

Sehingga hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana 

implementasi kebijakan terutama pada pelaksanaan program ini terhadap pelaku industri 

rumahan yang diberikan oleh Dinas PPPAPM Kota Palembang, dengan judul penelitian yaitu 

“Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota 

Palembang? 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas ini maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pedoman Umum 

Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 

Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi pedoman umum  

mbangunan Industri Rumahan pada pelaku IR dalam kebijakan pedoman umum 

pembangunan industri rumahan untuk meningkatan kesejahteraan keluarga yang 

merupakan sebuah penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

  Manfaat teoritis dari penelitian ini peneliti mengharapkan agar menjadi sebuah 

informasi, pengetahuan dan dapat menambah ilmu, pengetahuan dalam perkembangan dan 

perluasan wawasan Ilmu Administrasi Publik tentang implementasi Kebijakan Pedoman 
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Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 

Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

 

         Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat sebagai acuan pemerintah 

atau instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan selanjutnya mengenai kebijakan 

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang.  
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